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AbstrakTulisan ini menyajikan mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebagaimanadiatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian inibentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untukmendapatkan Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridisnormatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research),yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yangberkaitan dengan penelitian ini serta website. Hasil yang diperoleh perlindungan hokum bagi korbankecelakaan lalu lintas mempunyai hak mendapatkan pertolongan, perawatan dari pihak yangbertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Selain itu korban mendapatkan ganti kerugian daripihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Santunan kecelakaan lalulintas dari perusahaan asuransi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kecelakaan

Abstract
This paper presents legal protection for victims of traffic accidents as regulated in Law No. 22 of 2009
concerning Road Traffic and Transportation. The purpose of this study is the form of Legal Protection for
Traffic Victims According to Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation and
Procedures for obtaining the Right to Victims of Traffic Accidents. This research method is a normative
juridical approach using data obtained through library research, namely legislation, books, papers and
other documents relating to this research and the website. The results obtained by Law Number 22 Year
2009 Concerning Traffic and Road Transportation in Article 240 states that victims of traffic accidents are
entitled to get help and treatment from those responsible for traffic accidents and / or the government.
responsible for the occurrence of traffic accidents, and compensation for traffic accidents from insurance
companies.
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PENDAHULUANKesejahteraan masyarakat terwujudotomatis terciptanyaan keamanan.Keamanan cakupannya luas salah satubentuk bisa kita artikan juga keamanandilingkungan kita maupun keamanandalam segi menggunakan jalan raya.Lalu lintas dan angkutan jalan suatuhal yang penting dalam meningkatkanmobilitas sosial dan sangat seringdiperlukan oleh masyarakat. Setiap saatmasyarakat terus beradaptasi denganangkutan jalan dengan berbagai macamkepentingan.Pembangunan jalan transportasiyang menghubungkan antar propinsimaupun Kabupaten/Kota pada umumnyasangat pesat dalam rangka memperlancarroda perekonomian masyarakat baik diperkotaan maupun di desa. Sejalan denganperkembangan diatas maka diperlukansuatu pembangunan hukum nasional yangsesuai dengan perkembangan jaman,kemajuan ilmu teknologi dan disesuaikandengan sistem hukum lalu lintas angkutanjalan yang mengatur ketertiban di jalanraya yang akan digunakan oleh kendaraanbermotor maupun pejalan kaki makalahirlah UU No. 22  Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telahdisahkan pada tanggal 22 Juni 2009.

Pengguna lalu lintas tentunya inginmendapatkan tertib aman dan terkendalidalam menggunakan jalan di jalan rayadan di jalan manapun kita berada.Ketertiban membuat masyarakat akanbertambah nyaman dan aman serta bisajuga menciptakan keteraturan dankecepatan dalam menuju tempat suatuyang dituju, oleh sebab itu lalu lintasadalah bentuk sarana yang sangat perludan penting sehingga dikeluarkannyaaturan tentang lalu lintas.Ketertiban berlalu lintas suatukeadaan yang   berlangsung   secarateratur   sesuai dengan kewajiban dan hakbagi setiap pemakai jalan, tentunya haruswajib diikuti setiap warga negara sehinggaakan terciptanya ketertiban sertakenyamanan. Lalu lintas mempunyaiperan yang strategis dalam mendukungpembangunan nasional dan integrasinasional sebagai upaya memajukankesejahteraan umum sebagaimanadiamanatkan oleh UUD Tahun 1945.Dengan lahirnya UU No. 22  Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagai produk hukum nasional,disamping ketentuan hukum lainnya yangterkait seperti KUHAP, KUHP danKUHPerdata menjadi sistem hukumnasional.
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Pengaturan undang-undang tentanglalu lintas dan angkutan jalan merupakankemajuan dibidang hukum karenamengatur substansi perlindungan hukumbagi korban tindak pidana kecelakaan lalulintas yang disesuaikan denganperkembangan jaman. Disamping UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan, terdapat juga hal yang samadalam KUHP Pasal 359 karena salahnyamenyebabkan orang lain terluka beratatau ringan dan KUHP Pasal 360 karenakesalahannya yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia serta berkaitandengan hal-hal di atas KUHAP Pasal 98mengatur perkara ganti kerugian.Yang menarik adalah pengaturantentang perlindungan hukum bagi subyekpejalan kaki dalam interaksi sama-samapemakai jalan transportasi sudahterlindungi hak-haknya  sebagaimanadiperintahkan oleh undang-undangdikaitkan dari sisi viktimologi (ilmu yangmelindungi terhadap korban). Pasal 240UU No. 22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan menyatakan sebuahketegasan akan adanya suatuperlindungan terhadap  korban. Korbankecelakaan lalu lintas mempunyai hakmendapatkan  antara lain :Bentuk tindakan pertolongan danperawatan dari pihak yang bertanggung

jawab  atas  terjadinya  Kecelakaan  LaluLintas;Pemberian ganti kerugian sebagaibentuk tanggungjawab hukum dari pihakyang bertanggung jawab atas terjadinyaKecelakaan Lalu Lintas; danPemberian santunan akibatkecelakaan Lalu Lintas dari pihakperusahaan asuransi.Perlindungan hukum bagi korbankecelakaan berlalu lintas perlu ditinjausecara yuridis, sosiologis maupun filosofis.Sebab terkadang dalam perspektifviktimologi belum memenuhi rasakeadilan yang merupakan hak-hak korban.Hak-hak korban yang terabaikan ini bisamengacu pada terancamnya hak-hak asasimanusia. Oleh sebab itu ini sangat pentingdalam menaikkan harkat dan martabat sikorban. Secara yuridis jika kitamemperhatikan Pasal 98 KUHAP masalahtuntutan ganti kerugian dalam hal korbankecelakaan lalu lintas mendapatperlindungan hukum di pengadilan secaratuntas.Secara sosiologis Pasal 98 KUHAPtuntutan ganti kerugian pihak korbankepada pelaku bisa terabaikan, maka padaumumnya pihak korban menempuh jalursecara adat dengan difasilitasi tokohmasyarakat yang ada di lingkungan sekitar
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atau kita sering menyebutnya kesepakatanperdamaian.Kemudian apabila dilihat kaedahhukum yang berlaku memberikanperlindungan hukum bagi pihak korbandalam kasus tuntutan ganti kerugiankorban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkanuraian tersebut diatas terdapat beberapamasalah yang perlu dikaji dan dianalisismengenai bentuk Perlindungan Hukumbagi Korban Lalu Lintas Menurut UU No.22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan Prosedur untukmemperoleh Hak Korban Kecelakaan LaluLintas dengan demikian semua urusandianggap selesai, padahal seharusnyapihak korban harus juga mendapatperlindungan hukum terutama tentanghak-haknya.
METODE PENELITIANMetode yang digunakan dalamtulisan artikel ini adalah jenis penelitiannormatif yaitu sebuah bentuk/jenispenelitian yang mengandalkan data daninformasi tentang hukum, berupa bahanhukum primer dan bahan hukum sekunderserta bahan hukum tersier.Bahan hukum primer adalah bahanyang sifatnya mengikat dan sangatberkaitan erat dengan masalah yang akanditeliti, berupa peraturan perundang-

undangan seperti UU No. 22  Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,KUHAP, KUHP dan KUHPerdata.Bahan hukum sekunder adalah bahanyang memberikan penjelasan ataugambaran pada bahan hukum primer,yaitu hasil karya di kalangan hukum yangada relevansinya dengan masalah yangakan diteliti berupa buku, pendapat parasarjana yang berhubungan dengan objekpenelitian ini.Bahan hukum tersier merupakanbahan yang memberikan penjelasanmengenai bahan primer dan bahansekunder, misalnya kamus hukum,ensiklopedia, majalah, media massa danwebsite.Penelitian dilakukan menggunakanpenelitian kepustakaan yaitu penelitianhukum dilakukan yang bersumber daribacaan, buku-buku, berbagai literatur danundang-undang yang berkaitan denganperlindungan hukum terhadap korbankecelakaan. Metode ini mempelajarisumber atau bahan tertulis yang dijadikanbahan dalam penulisan penelitian ini.Data yang telah diperoleh kemudiandibuat dalam bentuk artikel, diedit,dipelajari, selanjutnya diambil dari teorihukum maupun ketentuan hukum yangterkait. Seterusnya data dikumpulkan dandisusun, serta dianalisis sesuai dengan
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kajian permasalahan yang diteliti.Pengolahan data terlebih dahulumengadakan seleksi data yang sudahterkumpul, berupa data primer dan dataskunder.Pengolahan data yang dihasilkan daripenelusuran kepustakaan, maka hasilpenelitian ini menggunakan analisakualitatif. Analisa kualitatif yaitupemaparan teori yang dikemukakan olehahli, maka dari teori tersebut dapat ditariksebuah kesimpulan sesuai denganpermasalahan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Korban Lalu

Lintas Menurut UU No. 22  Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanIstilah perlindungan hukum bagikorban dalam hal tindak pidana, hanyadapat kita temui dalam perspektifViktimologi yaitu suatu studi ataupengetahuan ilmiah yang mempelajarimasalah pengorbanan kriminal sebagaisuatu masalah manusia merupakan suatukenyataan sosial. (Arif Gosita, 1987) Studikejahatan dengan menghubungkan faktorkorban tersebut kemudian menjadi suatukajian atau disiplin sendiri dan dalamperkembangannya diperkenalkan istilah
victimology yang jika di Indonesia

diartikan  viktimologi sebagai disiplin ilmusendiri di samping kriminologi.Perlindungan hukum adalahpemberian hak-hak terhadap subjekhukum yang  didasarkan atas peraturanperundang-undangan. Perlindunganhukum sangat penting artinya ketikaseseorang dan badan hukum mengalamisuatu permasalahan.   Pembicaraanberikut adalah tentang perlindunganhukum terhadap korban kecelakaan lalu-lintas.  Pembicaraan ini menjadi pentingmengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintasbegitu sering terjadi dibarengi dengankorban yang ditimbulkan dari luka ringanhingga kematian. (Angkasa, 2013)
Crime Victim An Introduction to

Victimology bahwa viktimologi melakukankajian Viktimisasi, hubungan antarakorban dengan pelanggar, hubungankorban dengan sistem peradilan, korbandan media, korban dan biaya kejahatan,korban dan gerakan sosial. (Angkasa,2013)Selanjutnya kajian viktimologi yangmerupakan kajian tentang ilmu yangmempelajari perlindungan terhadapkorban, dapat dikaji dalam 9 bagian, yaituantara lain :Viktimologi Kriminal/PenalViktimologi PolitikViktimologi Ekonomi
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Viktimologi PamiliViktimologi MedikViktimologi PemerintahViktimologi KeagamaanViktimologi StrukturalViktimologi Sosial dan Etnik. (Ediwarman,2003)Di dalam pendekataan viktimologiada 3 perkembangan dalam mengkajipermasalahan korban dengan segalaaspek. Pertama, viktimologi mempelajarikorban kejahatan saja. Kedua, viktimologitidak hanya mengkaji korban kejahatansaja, tetapi juga meliputi korbanperdagangan manusia. Pada fase inidisebut sebagai General Victimology. Faseketiga viktimologi berkembang luas lagiyaitu mengkaji permasalahan-permasalahan korban karenapenyalahgunaan kekuasaan sertawewenang dan hak asasi manusia.Kemudian fase ini disebut New

Victimology. (Ediwarman, 2003)Hal yang menarik perkembanganViktimologi adalah mengembangkankajian dengan memfokuskan pada korbankejahatan uang terkait dengan hukumpidana.Menurut  M. S. Groenhvijsen bahwahukum pidana ditujukan untuk melindungiorang dan oleh sebab itu keadilansubtantif dalam penegakan hukum pidana

semestinya ditujukan kepada orang yangterlanggar haknya, sedangkan tersangkapelanggaran hukum pidana harusdiperlakukan secara adil (prosedural).Pasal 229 ayat (5) undang-undanglalu lintas menerangkan kecelakaan lalulintas sebagaimana yang dimaksud padaayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaianPengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan,serta ketidaklaikan Jalan dan/ataulingkungan.Selanjutnya, Pasal 240 undang-undang lalu lintas juga menerangkan hakkorban atas kecelakaan lalu lintas berhakmemperoleh antara lain:Berhak mendapatkan pertolongandari pihak yang bertanggung jawab ataskecelakaan lalu lintas;Berhak atas ganti rugi atas terjadinyakecelakaan lalu lintas;Berhak atas santunan peristiwakecelakaan lalu lintas yang diberikan olehpihak perusahaan asuransi.Selain itu, Pasal 241 undang-undanglalu lintas, menyebutkan bahwa setiapkorban kecelakaan berhak memperolehbantuan pertama berupa perawatanpada rumah sakit terdekat.
Prosedur untuk memperoleh Hak

Korban Kecelakaan Lalu Lintas
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Perlindungan pada korbankecelakaan lalu lintas harus melaluibeberapa tahapan prosedur yangdiperoleh oleh korban sebagai hak, antaralain:1. Pertolongan dan perawatan, Pasal 240undang-undang lalu lintas menunjukanhak korban ini biasa diperoleh korbandari pihak yang bertanggung jawab atasterjadinya kecelakaan lalu lintasdan/atau pemerintah.2. Menghentikan kendaraan yangdikemudikannya.3. Memberikan pertolongan kepadakorban.4. Melaporkan kecelakaan kepadaKepolisian terdekat.5. Memberikan informasi terkait dengankejadian kecelakaan.Pemberian Ganti RugiPemberian ganti rugi adalah salahsatu hak korban atas kecelakaan lalu lintasdari pihak yang bertanggung jawab akibatdari terjadinya kecelakaan. Mengenaikewajiban dan tanggung jawab pengemudikendaraan, pemilik, dan perusahaanangkutan. Namun, dalam pelaksanaanganti rugi atau bantuan tersebut tidakserta merta menggugurkan tuntutanperkara pidana sebagaimana ketentuanpada Pasal 230 undang-undang lalu lintas.Pemberian Santunan

Pemberian santunan pelaksanaannyasebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (2)Undang-Undang Lalu Lintas yang telahmenjelaskan bahwa pemerintahmembentuk sebuah perusahaan asuransiyang mempunyai kewenangan padakecelakaan lalu lintas sesuai denganperaturan perundang-undangan yaitupemerintah mempunyai PT. Jasa Raharjayang tugas dan fungsinya ada 2 (dua)yaitu :Memberikan santunan pada setiakejadiannya kecelakaan yangmengakibatkan adanya korbankecelakaan lalu lintas darat, laut, udara,dan penumpang kendaraan umum.Menghimpun dana pajak kendaraanbermotor melalui Samsat yang mana danaitu nantinya untuk membayar santunan.Keselamatan Bertransportasi diIndonesia merupakan salah satu tujuandan program yang dilaksanakan oleh PT.Jasa Raharja (Persero). Jasa Raharja selaluberupaya untuk menciptakan rasa aman,tertib, lancar, nyaman dan selamat dalamberkendaraan. Dengan semakin padatnyaarus lalu lintas jalan raya di Indonesia,membawa konsekwensi logis terhadaptingginya angka kecelakaan lalu lintas.Sehingga, dengan adanya PT JasaRaharja telah merealisasikan perlindungandasar kepada masyarakat melalui program
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asuransi sosial, antara AsuransiKecelakaan Penumpang Alat AngkutanUmum yang dilaksanakan berdasarkan UUNo. 33 Tahun 1964 tentang DanaPertanggungan Wajib KecelakaanPenumpang serta Asuransi TanggungJawab.Adapun ketentuan cara untukmemperoleh santunan, adalah sebagaiberikut:a. Menghubungi kantor Jasa Raharjaterdekat.b. Mengisi formulir pengajuan denganmelampirkan, laporan Polisi tentangkecelakaan Lalu Lintas dari Unit LakaSatlantas Polres setempat dan atau dariinstansi berwenang lainnya.c. Keterangan kesehatan dari dokter/RSyang merawat.d. KTP/Identitas korban/ahli wariskorban.e. Formulir pengajuan diberikan JasaRaharja secara cuma-Cuma.Untuk memperoleh dana santunancaranya adalah dengan mengisi formuliryang disediakan secara cuma-cuma olehPT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja(Persero), yaitu :Formulir model K1 untuk kecelakaanditabrak kendaraan bermotor dapatdiperoleh di Polres dan Kantor JasaRaharja terdekat.

Formulir K2 untuk kecelakaanpenumpang umum dapat diperoleh diKepolisian atau Perumka/Syahbandarlaut/Badar Udara dan Kantor Jasa Raharjaterdekat.Permohonan pengajuan dinas JasaRaharja dengan pengisian formulir sebagaiberikut :a. Keterangan identitas korban atau ahliwaris diisi oleh yang mengajukan danasantunan.b. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisidan disahkan oleh Kepolisian ataupihak yang berwenang lainnya.c. Keterangan kesehatan/keadaan korbandiisi dan disahkan rumah sakit/dokteryang merawat korban.Jika kecelakaan lalu lintas adanyakorban hanya sekedar mengalami luka-luka parah atau ringan, dan tidakdinyatakan meninggal maupun cacatpermanen, maka korban tersebut berhakmendapatkan santunan maksimal10.000.000.Apabila kecelakaan terjadi, mohonsegeralah mengajukan santunan ke kantordinas Asuransi yaitu Jasa Raharja. Sebab,kita tidak dapat mengajukan klaimsantunan apabila pengajuan santunantersebut dianggap telah gugur ataukadaluarsa. Permintaan permohonan inidianggap kadaluarsa apabila:
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a. Pengajuan santunan dilakukan lebihdari 6 bulan setelah terjadinyakecelakaan.b. Uang santunan tidak diambil atau tidakdilakukan penagihan dalam waktu 3bulan setelah hak santunan disetujuioleh Jasa Raharja.Ada faktor penghambat dalamperlindungan hukum bagi korbankecelakaan lalu lintas, salah satunyaadalah faktor desain hukum pidana.Apabila ditelusuri hukum pidana dikajidan perspektif viktimologi yangmengkonsentrasikan aspek-aspekperlindungan hukum bagi korban tindakpidana belum ditemui suatu peraturanperundang-undangan hukum pidana yangberorientasi kepada perlindungan hukumbagi korban dan perhatian hukum pidanamasih dengan sejalan paradigma lamamemperhatikan kepentingan tersangkaatau terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalamPasal 359 KUHP sebagai berikut :Pasal 359 KUHPBarang siapa karena kealpaannyamenyebabkan matinya orang lain, diancampidana penjara paling lama lima tahunatau kurungan paling lama satu tahun.Yang dapat dituntut menurut pasal ini jikadicontohkan kealpaan (culpa) kasuspengemudi mobil di jalan kota menabrakorang yang menyebabkan matinya orang

lain misalnya pengemudi mobil dengankecepatan tinggi di tempat yang ramaiorang, mungkin juga karena rem rusakatau sedang mabuk. (Leden Marpaung,2012)Menurut R. Sugandhi bahwa pasal iniadanya kesamaan pada Pasal 359. Hanyabedanya Pasal 359 berakibat matinyakorban, sedangkan Pasal 360 berakibat :Luka BeratLuka yang mengakibatkan sakitsementara atau halangan menjalankanjabatan selama waktu tertentu. (R.Soegandhi, 1989)
SIMPULANBerdasarkan uraian di atas, makapenulis dapat menarik simpulan bahwaperlindungan hukum bagi korbankecelakaan lalu lintas yang diberikan olehundang-undang antara lain korbankecelakaan lalu lintas mempunyai hakuntuk mendapatkan pertolongan,perawatan, selain itu ganti rugi dari pihakyang bertanggung jawab, dan hak atassantunan kecelakaan lalu lintas dariperusahaan asuransi. Disarankan kepadapemerintah agar setiap kecelakaan lalulintas tidak hanya memfokuskan mengadilipelaku akan tetapi juga memperhatikanhak-hak korban. Jagan korban hanyadijadikan posisi sebagai saksi. DAN
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disarankan kepada pemerintah agar setiapprosedur dalam mendapatkan hak korbankecelakaan lalu lintas tidak dipersulitdalam administrasi yang panjang.
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